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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 




 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي  ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 






5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 




 ن اَ ة ن  سن َّس  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  يْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :  
 Fizilaal Al-Qur’an 




9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 




ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 




Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 
kriminologi tindak kekerasan bullying di kalangan siswa berdasarkan perspektif 
hukum Islam dalam studi kasus SMA Negeri 12 Makassar? Pokok masalah tersebut 
terbagi kedalam beberapa sub masalah yaitu: 1) Faktor-faktor apakah yang 
menyebabkan terjadinya bullying di SMA Negeri 12 Makassar?, 2) Bagaimana 
pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak kekerasan bullying? 
 Dalam mencapai penelitian tersbut maka digunakan metode penelitian 
deduktif kualitatif dengan pendekatan yuridis, syar’i dan sosisolgis. Sumber data di 
peroleh dari dua jenis data  yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer 
adalah diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, sementara data 
sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, 
dokumen-dokumen dan peraturan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: seleksi data, pemeriksaan data, 
klasifikasi data dan penyusunan data. 
Bardasarkan hasil penelitian dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang 
ada dan menarik kesimpulan, pertama perlakuan bullying yang terjadi di lingkungan 
sekolah dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Ditinjau  dari segi 
pelaku yaitu adanya perbedaan ras, munculnya simbol senioritas, adanya sifat merasa 
sempurna, brokenhome (masalah dalam keruarga), sebagai sarana hiburan, 
meningkatkan popularitas, dan adanya perbedaan ekonomi. Adapun faktor ditinjau 
dari segi korban yaitu korban lebih lemah, banyak berdiam diri, dan merupakan orang 
yang baru dalam lingkungannya. Kedua apabila terjadi tindak kekerasana bullying 
dalam hukum positif dikenakan hukum yang ada dalam KUHP. Sedangkan menurut 
hukum Islam tindakan bullying dikategorikan dalam jarimah qiṣᾱṣ dengan ancama 
hukuman qiṣᾱṣ, apabila hukuman qiṣᾱṣ gugur maka diganti dengan hukuman diyat 
dan dapat juga dikenakan hukuman ta’zir yang penentuan hukumnya diserahkan 
penuh kepada ūlīl amri.  
Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu 1) Seyogyanya setiap pihak 
berperang aktif dalam pencegahan tindak kekerasan bullying yang terjadi baik di 
lingkungan sekolah manupun dalam lingkungan masyarakat. 2) Perlu adanya 
peraturan khusus yang mengenai tindak kekerasan bullying baik secara fisik maupun 
verbal, karena tanpa aturan khusus bullying hanya dianggap sebagai perlakuan yang 





A. Latar Belakang Masalah 
Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk 
bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam UU Nomor 20 
Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional terkhusus pada pasal 5 membahas 
hak dan kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan.  Sehingga pemerintah 
menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan 
pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang 
lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan adalah proses, atau cara perbuatan 
mendidik untuk mendapatkan ilmu dan membentuk tingkah laku yang baik serta 
sikap seseorang. 
Pendidikan bertujuan agar dapat mengubah tata laku dan sikap seseorang 
dengan jalan membentuk sikap dan prilaku orang tersebut, prilaku akan membentuk 
karakter seseorang. Proses pengembangan dan pembentukan karakter sangat 
menentukan anak dimasa depan. Pendidikan yang baik maka akan menghasilkan 
bangsa yang baik, pendidikan yang buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk 
pula. Dengan ini pemerintah menyediakan wadah untuk menempuh pendidikan.  
Sekolah merupakan salah satu wadah untuk melakukan pendidikan. Di 
sekolah akan terjadi proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Baik interaksi antara 
siswa dan guru, interaksi  antarguru dan interaksi antarsiswa, interaksi yang dilakukan 
baik interaksi didalam kelas maupun diluar kelas. Salah satu interaksi yang dilakukan 
adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi di luar sosial. 
2 
Interaksi sosial antarsiswa dapat bersifat positif dan negatif, salah satu interaksi sosial 
antara siswa yang bersifat dan berakibat negatif adalah bullying. 
Saat ini sering terjadi berbagai macam tingkah laku dikalangan siswa 
terkhusus para remaja yang berada pada masa prapubertas. Sekolah bukan sekedar 
wadah untuk menimbah ilmu melainkan tempat mengapresiasikan diri mereka tetapi 
beberapa siswa cenderung mengenspresikan diri mereka secara negatif. Bahkan 
sering kali dijumpai prilaku yang agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan 
fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut dengan 
bullying. 
Bullying berasal dari kata bully. Berdasarkan kamus bahasa Inggris bully  
adalah penggertakan, orang yang menganggu orang yang lemah.
1
 Sehingga dapat 
dipahami bahwa bully sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti 
secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa 
terhadap yang lemah. Bully secara sederhana diartikan sebagai penggunaan 
kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban 
merasa tertekan, terauma dan tidak berdaya bullying memiliki arti yang luas. 
Bullying merupakan tindak kekerasan berupa tindakan yang merusak dan  
melukai bagi pihak yang menjadi korban bullying. Baik berupa penganiayaan ringan, 
berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Pelakunya atau siapapun baik secara 
sendiri maupun secara bersama, pelaku-pelaku tersebut dapat dihukum karena 
perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, etika dan hukum baik dalam hukum 
tertulis maupun dalam hukum tidak tertulis. 
                                                          
  
1
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXV1; Jakarta: PT. 
Gramedia, 2005), h.87. 
3 
Salah satu tindakan bullying terjadi di SMA Negeri 3 Jakarta Selatan yang 
melibatkan antara kakak kelas sebanyak enam orang dan adik kelas. Para pelajar 
kelas XII tersebut melakukan perbuatan bully terhadap pelajar kelas X  pada sebuah 
warung di depan sekolahnya, mereka memberikan hukuman kepada adik kelasnya 
tersebut. Salah satu bentuk hukuman tersebut yaitu dengan menjadikan kepala para 
adik kelasnya tersebut sebagai asbak rokok. Bullying ini terjadi karena saat para 
pelajar kelas XII mengetahui ada pelajar kelas X yang mengunjungi sebuah kafe yang 
berpenampilan Disk Jocki (DJ). Bagi mereka, para adik kelasnya itu belum pantas 
pergi ke tempat tersebut.
2
 
Berdasarkan kasus bullying yang terjadi di SMAN 3 Jakarta Selatan dapat 
dipahami bahwa bullying secara fisik dapat dilihat atau diketahui dengan mudah 
karena meninggalkan bekas luka. Namun, bully secara verbal sulit dipantau dan 
diketahui karena akibat yang ditimbulkan berdampak pada psikis yang tidak dapat 
diketahui secara kasat mata, namun berakibat sangat fatal. Bahkan bullying secara 
verbal dapat lebih fatal ketimbang bullying secara fisik. 
Kasus bullying secara verbal sangat gampang ditemui dan terjadi dimana-
mana seperti tindakan memaki, mengejek, menggosip, membodohkan dan 
mengkerdilkan, dan mengucilkan. Baik itu dalam konteks disengaja ataupun tidak. 
Baik dilakukan dalam konteks bercanda atau pun serius. Bullying verbal bisa terjadi 
baik di lingkungan keluarga, pergaulan, bahkan yang lebih parah adalah di 
lingkungan pendidikan. Setelah dampak tersebut mengkristal dalam diri sang anak, 
maka rasa percaya diri yang dimiliki sang anak akan relatif rendah dan juga akan 




wa.pelaku.Bullying.di.SMAN.3.Tidak.diluluskan (5 maret 2017). 
4 
mempengaruhi aspek-aspek kehidupannya baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan 
sosialnya kelak.  
 Dalam  Islam prilaku Bullying  jelas dilarang karena merugikan orang lain. 
Dalam al-Qur’an juga disebutkan dalam Firman Allah swt. QS al Imran/3:159 yang 
berbunyi: 
 ممُه م نَع ُف معَاف َكِل موَح منِم او ُّضَفم نلا ِبملَقملا َظيِلَغ اِّظَف َتمنُك موَلَو مُمَلَ َتمِنل ِهَّللا َنِم ٍَة محَْر اَمَِبف 
 ِل َِّكو َتُمملا ُّب ُِيُ َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ىَلَع مل ََّكو َت َف َت ممَزَع اَذَِإف ِر مملأا فِ ممُهمرِواَشَو مُمَلَ مرِفمغ َت مساَو َي(٩٥١) 
Terjemahnya: 
Maka berkat  Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka yang dan 
memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad 




 Dari ayat di atas menjelaskan tentang larangan bersifat keras dan dianjurkan 
untuk berlemah lembut kepada semua mahkluk. Terlebih lagi apabila perbuatan yang 
dilakukan dalam bentuk kekerasan sangat jelas dilarang. 
Oleh karena itu, perlunya hukum untuk mencegah, melindungi dan 
menyelesaikan perilaku bullying. Maka melalui penelitian ini salah satu bentuk 
pencegahan hukum perilaku bullying dengan melakukan penelitian terhadap perilaku 
bullying maka dapat diketahui faktor-faktor penyebab perilaku bullying dan 
pertanggung jawabannya di depan hukum. Selain itu, dalam penelitian ini akan 
dilakukan kajian perilaku bullying dalam pendekatan hukum Islam. 
                                                          
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Jakarta,  PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 90. 
5 
Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan 
Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus SMA Negeri 12 Makassar)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian yaitu, sebagai berikut: 
1. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini yaitu berfokus pada tinjauan kriminologi tindak 
kekerasan bullying.  
2. Deskripsi Fokus 
Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini : 
a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang faktor-faktor 
dan sebab-seban terjadinya kejahatan. 
b. Tindak kekerasan bullying merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyakiti 
seseorang baik secara fisik maupun verbal. Bullying disebut dengan istilah 
perundungan dan kekerasan. Perundungan berasal dari kata merundung, menurut 
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), merundung adalah mengganggu.
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c. Siswa adalah merupakan pelajar yang duduk di meja belajar setara Sekolah Dasar 
(SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah ke Atas 
(SMA). Siswa- siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 
untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. 
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4
http://kbbi.web.id/rundung  (03 maret 2017).  
 
5
Tohirin, Pisikolok Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, 2005), h.7. 
6 
d. Hukum positif merupakan hukum yang dianut oleh suatu Negara. Hukum positif 
terbagi atas dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis 
mencakup peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis 
mencakup hukum adat, yurisprudensi dan agama. 
e. Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata 
hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangan 
kata islam berasal dari akar kata “aslama” menjadi “salama”. Sehingga hukum 
Islam ialah segala macam ketentuan dan ketetapan mengenai suatu hal dimana 
ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.
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Dari uraian di atas maka dapat diketahui fokus penelitian dan deskripsi fokus 
penelitian, sebagai berikut:  
Dari uraian di atas maka dapat diketahui fokus penelitian dan deskripsi fokus 
penelitian, sebagai berikut:  
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Tindak kekerasan bullying. Tindak kekerasan bullying merupakan suatu 
tindakan bersifat agresif yang menyakiti 
seseorang baik secara fisik maupun secara 
verbal. Yang dilakukan karena adanya 
beberapa faktor, baik dari faktor pelaku 
maupun dari faktor korban. Sehingga dapat 
mengakibatkan luka pada korban baik secara 
fisik maupun secara verbal.  
                                                          
6
Arifin Hamid, Hukum Islam Persfektif Keondonesiaan, (Cet. I; Makassar: PT. Umitoha, 
2011), h. 41. 
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Pandangan hukum Islam 
Bullying merupakan perbuatan yang 
menyakiti seseorang dalam bentuk 
kekerasan dan dapat dikatakan sebagai suatu 
tindak pidana yang berupa aturan dan 
memiliki sangsi. 
Bullying baik berupa perbuatan yang secara 
verbal terlebih secara fisik jelas sangat 
dilarang dalam agama Islam. Karena Islam 
tidak mengajarkan umatnya untuk 
melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk 
berlemah lembut. 
Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan 
dalam pembahasan ini yaitu: “Bagaimana Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan 
Bullying di Kalangan Siswa SMA Negeri 12 Makassar?” Berdasrkan pokok masalah 
tersebut maka dirumuskan submasalah sebagai berikut: dapat dirumuskan pokok 
masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor  apakah  yang menyebabkan terjadinya bullying di SMA 
Negeri 12 Makassar? 
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak 
kekerasan bullying?  
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D. Kajian Pustaka 
 Ada baiknya sebelum dilakukan penelitian dilakukan kajian pustaka agar 
dapat diketahui ada atau belum ada yang melakukan penelitian yang serupa untuk 
menjaga keaslian penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan 
kajian pustaka sebagaimana berikut: 
 Penelitian yang dilakukan oleh Ricca Novalia dengan judul Dampak Bullying 
Terhadap Kondisi Psikososial Anak di Perkampungan Sosial Pingit (2016). 
Membahas tentang banyaknya anak yang menjadi korban bullying akan mengalami 
berbagai dampak yang ditimbulkan dari bullying yang dialami oleh anak-anak yang 
ikut di perkampungan sosial pingit. Bullying yang sering terjadi adalah bullying 
verbal dengan ucapan seperti mengejek dengan nama binatang. Namun bullying fisik 
juga terjadi namun tidak sesering bullying verbal. Bentuk bullying fisik yang dialami 
yaitu dengan memukul korban, menjambak dan mencubit korban serta 
mempermalukan di depan umum sehingga menyebabkan korban rasa trauma. 
Sehingga memberi dampak psikologis yang dialami korban adalah adanya keinginan 
untuk tidak bertemu dengan pelaku. Sedangkan dampak sosial akibat dari bullying 
akan meninmbulkan rasa kurang percaya diri serta anak tersebut tidak ingin 
melakukan sosialisasi bersama teman-teman yang lain. Selain itu, korban juga malas 
berangkat ke sekolah karena menghindari bertemu dengan temannya yang sering 
melakukan bullying sehingga menyebabkan anak anti sosial dengan lingkungan 
bermainya. Namun dalam skripsi ini tidak menjelaskan akibat hukum atau 
pertanggung jawaban atas tindakan bullying. 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Antonius Sanda dengan judul Tinjauan 
Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bulying Sebagai Kejahatan di Dunia Cyber 
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Dikaitkan dengan Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 (2016) 
membahas tetang Cyber bullying. Cyber bullying terdiri dari dua kata Cyber dan 
Bullying. Unsur dari kata Cyber sendiri adalah sebuah media elektronik yang 
terhubung dalam sebuah jaringan komputer di seluruh dunia dan berfungsi untuk 
berkomunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Sedangkan unsur 
bullying adalah kecenrungan seseorang atau sekelompok dalam melakukan tindakan 
menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, membuat 
korbanya merasa tidak nyaman dan takut, secara visik, verbal dan mental yang 
dilakukan dengan perasaan senang, Cyber Bullying adalah tindakan agresif yang 
dilakukan sekelompok maupun individu dalam melakukan tindakan menyakiti orang 
lain dengan berulang-ulang dengan sengaja untuk melukai dan membuat korbanya 
merasa tidak nyaman takut secara verbal da non-verbal yang dilakukan dengan 
menggunakan media elektronik/teknologi digital. Dalam pengertian umum, Cyber 
Bullying merupakan sebuah kejahatan karena merupakan suatu perbuatan yang 
merusak nama baik atau kehormatan seseorang yang merupakan perbuatan yang 
bertentangan asas-asas hukum hidup dan keyakinan manusia dan terlepas dari 
undang-undang jika dikaitkan dengan pengertian kejahatan. Dalam penelitian yang 
ditulis oleh Antonius Sanda lebih fokus  pada kejahatan Cyber Bullying dan dan 
merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam Unang-undang namun tidak 
menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang perilaku bullying. 
 Abintro Prakoso dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Anak 
(2016) beberapa aspek dalam perlindungan hukum anak, mulai dari hak dan 
kewajiban anak, tujuan mengapa anak harus dilindungi, penegakan hukum hak anak, 
penghapusan dan pemberlakuan hak buruk bagi anak. Dan ada pula tentang kejahatan 
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terhadap anak baik kejahatan fisik maupun kejahatan seksual. Namun yang 
menbedakan buku Hukum Perlindungan Anak yang ditulis oleh Abintro Prakoso 
dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menitiberatkan pada kejahatan 
terhadap anak (siswa) bagaiman pandangan hukum terhadap perilaku bullying.  
 Dalam buku Maidin Gultom yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Dan Perempuan (2014) memiliki isi yang hampir selaras dengan Hukum 
Perlindungan Anak yang ditulis oleh Abintro Prakoso namun dalam buku ini 
membahas tentang kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan. Kedudukan 
anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa 
mendatang. Maka harus dilindungi hak dan kewajiban seorang anak dan anak perlu 
mendapatkan perlindungan hukum atas berbagai tindakan baik berupa perlkauan yang 
tidak menyenangkan maupun tindak kekerasan. Dapat dikatakan dalam perlindungan 
hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia melainkan lebih luas 
lagi adalah masalah penegakan hukum. Pada skripsi ini lebih membahas tindakan 
kekerasan yang dilakukan anak berupa bullying dan bagaimana perlindungan hukum 
untuk mengantisipasi tindak kekerasan tekhusus perilaku bullying pandangan hukum 
Islam terhadap tindak kekerasan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya bullying di SMAN 12 
Makassar. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam 
terhadap tindak kekerasan bullying.  
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2.  Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 






A. Dasar-Dasar  Kriminologi 
1. Kejahatan dan Masyarakat 
Salah satu unsur penegakan hukum menurut Soejono Soekanto ialah 
masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat memengaruhi 
penegakan hukum. 
Masyarakat merupakan sumber penegakan hukum, maka masyarakat 
menentukan hukum termasuk di antaranya menentukan perbuatan apa sajakah yang 
dilarang atau tidak disukai oleh masyarakat salah satunya ialah kejahatan. Masyarakat 
dalam kelompok sosial tentunya memiliki jenis-jenis perbuatan yang dilarang, namun 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum sudah jelas dilarang oleh nilai-nilai yang 
tumbuh dalam masyarakat. 
Dalam pendekatan sosiologi, maka kejahatan merupakan salah satu masalah 
menimbulkan disorganisasi sosial, karena penjahat melanggar peraturan hukum, 
ketertiban dan kesejahteraan sosial. Adapun dalam pendekatan psikologi, kejahatan 
merupakan pengalaman perilaku kriminal tidak berbeda dengan pengalaman perilaku 
manusia (The experience of crime behavior is not different from the experience of 
human behavior). Sedangkan Kejahatan dari sudut pandang masyarakat merupakan 
suatu perilaku menyimpang (deviant behavior), sedangkan dari sudut pandang hukum 
merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 
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Dalam pendekatan hukum, kejahatan dikaji salah satunya menggunakan 
kriminologi. Kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa 
masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. 
Oleh karena itu, hubungan antara kejahatan dengan masyarakat yaitu 
kejahatan berasal dari perilaku masyarakat yang menyimpang dan dapat merugikan 
baik secara kelompok dan/atau individu. Peran masyarakat pun sangat krusial dalam 
penegakan hukum terhadap kejahatan. 
2. Pengertian Kriminologi 
Istilah kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard seseorang ahli 
antropologi Prancis, kriminologi secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang 
berarti kejahatan atau penjahat dan logos berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
secara bahasa dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Berikut beberapa 
pengertian kriminologi menurut para ahli, sebagaimana berikut: 
Bonger memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger 
lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni mencakup
7
: 
a Antropologi Kriminil, maksudnya ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji 
manusia yang jahat (somatis) tentang tanda-tanda yang terdapat dalam tubuhnya 
yang bersifat antropologi misalnya suku bangsa memiliki pengaruh kejahatan dan 
seterusnya. 
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b Sosiologi Kriminil, maksudnya ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat. Hal yang dikaji dalam bidang ilmu ini ialah sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
c Psikologi dan Neuropatologi Kriminil, maksudnya ialah ilmu tentag penjahat 
yang dilihat dari sudut jiwa penjahat.  
d Penologi, ilmu yang menitikberatkan kajiannya terhadap berkembangan 
hukuman terhadap penjahat. 
Sutherland dan Cressey berpendapat, bahwa, “kriminologi adalah keseluruhan 
pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.”8 
Stephan Hurwitz dalam bukunya Criminology berpendapat bahwa, 
“...kriminologi sebagai bagian dari Criminal science yang dengan penelitian empiric 
atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (etimology 
of crime)”.9 
Robert E. Meier  dalam bukunya criem and society mendefinisikan yaitu 
“criminology is the study law making, law breaking and responsesto the law 
breaking.”10 (Kriminogi adalah studi hukum yang memuat pelanggaran hukum dan 
tanggapan terhadap pelanggaran hukum). 
                                                          
 8Edwin H. Sutherland, and Donald R. Cressey diterjemahkan oleh Momon Mrtasaputra, Asas-
Asas kriminolog, (Bandung: Alumni, 1973), h. 1.dikutip dalam Tolib effendi, Dasar-Dasar 
Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan (Malang: Setara Press, 2017), h. 29. 
 
9
Tolib effendi, Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan (Malang: 
Setara Press, 2017), h.30. 
10
Stephan Hurwitz, disadur oleh L. Moeljatno, Kriminologi (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 3 
dikutip dalam Tolib effendi, Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan (Malang: 
Setara Press, 2017), h. 30. 
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Wilhem Sauer dalam bukunya krimologie als reine und angewandte 
Wissenschaft (kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis) 
memberi pengertian ilmu kriminologi yaitu: 
“...sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan 
bangsa-bangsa yang berbudaya.”11 
J. M Van Bemmelen dalam bukunya criminology, memberikan pengertian 
sebagai berikut:  
“kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi yang ada antara 
kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan bermasyarakat.”12 
Sutherland merumuskan krimnilogi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan 
yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (the body of knowledge 
regarding crime as a social phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi 
mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas 
pelanggaran hukum. Olehnya kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama 
yaitu: 
a. Sosiologi Hukum, pada sosiologi hukum dititik beratkan pada sebab-sebab atau 
faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan. 
b. Etimologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 
manusia dari kejahatan. Dalam kriminologi, etimologi kejahatan merupakan 
kajian yang paling utama. 
c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan  hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan 
kejahatan baik represif maupun preventif.
13
 
                                                          
11
Stephan Hurwitz, disadur oleh L. Moeljatno, Kriminologi (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 3 
dikutip dalam Tolib effendi, Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan, h. 30. 
12
Tolib effendi, Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan, h. 30-31. 
13
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h.10-11. 
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Dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 
kejahatan yang meliputi, sebab-sebab kejahatan, hukuman-hukuman bagi pelaku 
kejahatan dan pengaruh kejahatan bagi masyarakat. 
3. Obyek Kajian Kriminologi 
Obyek kajian kriminologi merupakan pokok-pokok bahasan yang dikaji dalam 
kriminologi. Berikut obyek kajian kriminologi, yaitu: 
a.  Kejahatan 
Objek kajian yang pertama dan terutama dari kriminologi adalah perihal 
kejahatan, oleh karena itu ada perbedaan antara kejahatan dengan tindak pidana. 
Objek kajian kriminologi adalah kejahatan sedangkan objek kajian hukum pidana 
adalah tindak pidana. Karena kejahatan semakin berkembang dan didefinisikan dalam 
berbagai sudut pandang, disinilah letaknya perkembangannya kriminologi. Mengapa 
demikian, perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk 
kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah 
satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan 
yang dicantumkan dalam undang-undang pidana. 
b. Pelaku 
Objek kajian kedua dari kriminologi yaitu pelaku kejahatan Hermann 
Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari 
kejahatan dan pelaku kejahatan, yaitu: 
1) Pendekatan Deskriptif 
pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan 
observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta kejahatan dan 
pelaku kejahatan seperti: a) bentuk tingkah laku kriminal; b) bagaimana kejahatan 
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dilakukan; c) frekuensi kejahatan; d) ciri-ciri khas perilaku kejahatan; e) 
perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan. Pendekatan ini dikenal dengan 
istilah phenomenology atau simptomatologi kejahatan. 
2) Pendekatan Sebab-akibat 
Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab akibat 
dalam hukum pidana. Jika dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan 
penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan 
dengan akibat yang dilarang, maka dalam kriminologi hubungan sebab akibat yang 
dilarang, maka dalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan 
sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Intinya adalah untuk mengetahui mengapa 
pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan 
dengan pendekatan ini dikenal dengan etiology of crime atau etiologi criminal. 
3) Pendekatan secara normatif 
Kriminologi dikatakan sebagai idiographic-discripline dan nomothetic-
discipline. Karena kriminlogi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan 
kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang 
dimaksud dengan idiographic-discripline adalah bertujuan untuk menemukan dan 
mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan 
kecenderungan-kecenderungannya. Permasalahan yang muncul adalah, kriminologi 
merupakan ilmu yang bersifat normatif ataukah non normatif. Objek kajian 
kriminologi, dalam hal ini kejahatan dan pelaku kejahatan beberapa pakar membatasi 
pada tataran formil atau normatif, dengan demikian apakah kriminologi juga 
merupakan ilmu yang bersifat normatif. Bianchi menyatakan, apabila kejahatan itu 
merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk 
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mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi bersifat normatif. Namun, 
Hermann Mannheim berpendapat, meskipun kriminologi mempelajari suatu yang 
bersifat normatif, kriminologi itu sendiri bukan bersifat normatif tetapi bersifat 
aktual. 
c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan 
Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakat-lah yang 
menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat di benarkan serta perlu 
mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-
harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian 
kriminologi. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian 
kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun 
juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan 
kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik 
formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengaman masyarakat.
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B. Pengertian Bullying 
 Bullying dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu kata bully dan kata bull. 
Bully dalam bahasa Indonesia berarti penggertakan atau orang yang mengganggu 
orang yang lebih lemah. Sedangkan kata bull artinya banteng, yang berarti banteng 
yang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini muncul untuk menguraikan perilaku 
seseorang yang cenderung destruktif.
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Tolib Effendi, Dasar-dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-sebab Kejahatan, h. 26-29. 
15
Bibit Darmalina, “Perilaku  School Bullying di SD N Grinding Hargomulyo Kokap Kulon 
Progo Yogyakarta”,  Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negari, 2012), h. 20. 
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 Bullying  didefinisikan sebagai ekspresi yang dilakukan secara berulang-ulang 
dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ditunjukkan 
kepada seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan, baik berupa 
kekerasan fsik maupun psikologis.
16
 Bullying juga dapat diartikan sebagai tindakan 
yang sengaja dilakukan oleh si pelaku pada korbannya yang bukan merupakan  
sebuah kelalaian, memang betul-betul disengaja. Tindakan yang dilakukan secara  
berulang-ulang bullying tidak pernah dilakukan secara acak atau sekali saja yang 
disadari oleh perbedaan power yang mencolok.
17
 
Menurut Ken Rigby (Ponny Retn A, 2008: 3) mendefinisikan bullying sebagai 
suatu keinginan untuk menyakiti seseorang. Keinginan ini perlihatkan dalam sebuah 
tindakan untuk membuat seseorang menderita dan dilakukan secara langsung oleh 




 Dalam bukunya Tisna Rudi (2010: 4), mengemukakan bahwa bullying adalah 
perilaku yang agresif serta negatif dari seseorang atau sekelompok orang yang 
menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau kekuatan fisik, dengan 
tujuan menyakiti seseorang baik secara mental maupun fisik serta dilakukan secara 
berulang kali. Tisna Rudi juga berpendapat, ketidakseimbangan fisiklah yang 
menyebabkan terjadinya kasus bullying. Karena pada kasus lain, apabila kekuatan 
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 Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli maka dapat 
diketahui bahwa bullying merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti seseorang 
secara fisik atau fisikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang-
ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih atau tidak ada keseimbangan kekuatan 
antara pelaku dan korban.  Pelaku secara senang hati melakukan perbuatan bullying. 
C. Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying 
 Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu bullying fisik dan bullying verbal. 
Bullying fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap 
korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban 
di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan bullying non-fisik 
terbagi ke dalam  terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. Bullying verbal 
dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, 
menyebarluaskan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku bullying 
terhadap korbannya. Bullying non-verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, 
melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan 
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Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada 
Anak (Jakarta: PT Grasindo, 2012), H. 22. Dikutip dalam  Ricca Novalia, “Dampak Bullying Terhadap 
Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu 
Kesejahteraan Sosial Universitas Sunan Kaligaja, 2016), H. 14. 
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Riauskina (Novan Ardy W, 2012:26-27) mengelompokkan Bullying ke dalam 
lima kategori yaitu: 
1. Kontak fisik langsung, yaitu kekerasan yang mengenai seseorang secara 
langsung. Contohnya memukul, mendorong, merusak barang-barang milik 
orang lain. 
2. Kontak verbal langsung, yaitu kekerasan yang bersifat pembicaraan yang 
dilakukan secara langsung kepada seseorang. Contohnya menyebarkan gosip, 
mencela atau meledek, memaki, memberikan nama panggilan lain dan lain 
sebagainya. 
3. Perilaku nonverbal langsung, perilaku ini biasanya disertai bullying fisik 
ataupun verbal. Contohnya mengejek, menjulurkan lidah, menampilkan 
ekspresi wajah yang merendahkan bahkan mengancam. 
4. Perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya mengirimkan surat kaleng, 
mengucilkan atau mengabaikan seseorang, mendiamkan dan memanipulasi 
pertemanan hingga menjadi retak. 




Sementara itu, Suharto (Abu Huraerah, 2012:47-48) menggolongkan 
kekerasan (Bullying) terhadap anak menjadi 4, yaitu: 
1. Kekerasan anak secara fisik (Physical abuse), yaitu tindakan seseorang yang 
menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat 
menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. 
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Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan 
penganiayaan. 
2. Kekerasan anak secara psikis (psychological abuse), meliputi penyampaian 
kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan 
film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung 
menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila 
bertemu orang lain. 
3. Kekerasan anak secara seksual (sexual abuse), berupa perlakuan prakontak 
seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, 
maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, 
incest serta eksploitasi seksual. 




Dalam buku let’s end Bullying: Memahami, mencegah dan mengatasi 
Bullying yang ditulis oleh Andri Priyatna terdapat bentuk Bullying yang disebut 
dengan Cyberbullying. Cyberbullying terjadi ketika diancam, ditakut-takuti, 
dipermalukan, atau dijadikan “bulan-bulanan” melalui media  sosial, internet 
teknologi digital, dan interaktif atau telpon seluler.  
D. Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Bullying 
1. Pengertian Anak 
Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak 
dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan 
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sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu 
anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat 
dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.
23
 
Menurut W.J.S Poerwodarminto anak adalah  yang masih kecil.
24
 Adapun 
pengertian anak yang dikemukakan oleh R.A Koesnoen adalah manusian yang masih 
muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidup mereka, karena 
masih mudah terkena pengaruh keadaan yang ada disekitarnya. Sedangkan Sugiri 
mengatakan bahwa selama didalam tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, orang itu masih menjadi seorang anak dan baru menjadi dewasa 
apabila proses perkembangan selesai, jadi batas umur anak-anak sama dengan 
permulaan menjadi dewasa, yaitu untuk wanita berusia 18  
(delapan belas) tahun dan untuk laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun seperti halnya 
di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya.
25
 
Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia 
normal yang masih muda usia dimana seorang menentukan identitasnya serta sangat 
labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.
26
 Sedangkan 
Romli Atmasasmita mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah 
usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
27
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Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia 
di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan 
identitas dan belum kawin.  
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak  
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak 
Anak meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk 




Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan 
terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun 
seksual; perlindungan terhadap penelantaran; perlindungan terhadap kekejaman, 
kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya. Salah satu 
perlakuan lainya yaitu bullying.  
Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. Pasal 20 UU Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Selain negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban 
menyelenggarakan perlindungan anak, anak pun memiliki beberapa kewajiban 
berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu 
menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan 
menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara: menunaikan ibadah 
sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.  
Ketika anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut (tindak pidana) maka dapat 
dikenakan sangsi pidana, berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk sebagai 
korban tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, 
berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Selain anak memiliki kewajiban, anak juga memiliki hak-hak. Seperti 
penyelengaraan hak anak dalam perlindungan dibidang pendidikan. Negara, keluarga 
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dan orang tua  wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk 
memperoleh pendidikan.  Yang dimaksudkan dalam Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: 
a. Pengembangan sikap dan kemampuan keperibadian anak, bakat, kemampuan 
mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. 
b. Pengembangan kehormatan dan hak asasi manusia dan kebebasan asasi. 
c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan 
nilai-nilai sendiri nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana 
anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari beradabannya 
sendiri. 
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab. 
e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. 
Dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
dikatakan bahwa anak di dalam dan lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat 
perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya 
yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau 
pihak lain. 
Terdapat pula perlindungan anak dalam bidang sosial, pada Pasal 11 UU 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk 
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan anak yang sebaya, bermain, 
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasaanya demi 
pengembangan diri.  
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Dalam Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi; 
b. Eksploitasi, baik ekonomimaupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. Ketidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah lainnya; 
Pada Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
dapat dijelaskan a) Menerangkan bahwa perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan 
yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, eknit, budaya dan 
bahas, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. 
b) Menerangkan bahwa perlakuan ekspolitasi, misalnya tindakan atau perbuatan yang 
memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan 
peribadi, keluarga, atau golongan. Huruf c) Menerangkan bahwa perlakuan 
penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan yang mengabaikan dengan sengaja 
kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. 
Huruf d) Menerangkan bahwa perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau 
perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.  
Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau 
mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Huruf e) 
Menerangkan bahwa perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara 
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anak yang satu dengan anak yang lainnya, yaitu kesewenang-wenangan terhadap 
anak. Dan huruf f) Menerangkan bahwa perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan 
pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
28
 
3. Asas-asas Perlindungan Anak 
Menurut Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan 
anak sebagai implikasi hak-hak anak. 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 
Anak sebagai generasi penerus dan juga merupakan modal utama 
kelangsungan manusia, keluarga, dan bangsa. Sehingga hak-hak anak harus 
dilindungi. Karena anak belum bisa melindungi hak-haknya sendiri. Banyak pihak 
yang berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena 
negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian 
negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Sesuai 
dengan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa 
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan 
sarana dan parasaranan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
b. The Best interests of the child atau kepentingan terbaik untuk anak 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan bai, maka perlu dianut 
prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of 
paramount importance atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan 
yang menyangkut anak. Prinsip the Best interests of the child digunakan karena 
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banyak anak yang menjadi korban, termaksud korban ketidatahuan atau ignorance 
karena usia perkembangannya. 
c. Ancanga daur kehidupan atau  life circle approacb 
Perlindungan anak mengaju pada pemahaman bahwa perlindungan harus 
dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin dalam kandungan perlu dilindungi 
dengan gizi, jika ia telah lahir diperlukan air susu ibu dan pelayangan kesehatan 
dengan pelayangan imunisasi dan lain-lainnya. Masa- masa pra-sekolah dan sekolah, 
diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang 
bermutu. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yanga baik, waktu istirahat dna 
bermain cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Periode pendek ini penuh 
resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik 
memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. 
d. Lintas sektoral 
Seperti diuraikan diatas anak bergantung dari berbagai fakto makro maupun 
mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan 
segala pengurusan yang terjadi, sisitem pendidikan yang menekankan hafalan dan 
bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, 
kekerasaan yang terjadi karena berbagai faktor, dan sebagainya yang tidak dapat 
ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.
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Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak bahwa penyelengaraan perlindungan anak berdasarkan 
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi: 
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a. Non diskriminasi; 
b. Kepentingan yang baik bagi anak 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak; 
Tindakan adanya larangan non deskriminasi dapat dilihat dalam  UU Nomor 
40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis  menyatakan 
bahwa segala bentuk deskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai 
pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang 
bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, 
keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga Negara 
yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Padat diketahui lebih jelas pada 
Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis 
dikatakan bahwa:  
a. Memperlakukan perbedaan mengecualikan batasan atau pemilihan berdasarkan 
pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan 
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya 
b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan 
etnis berupa perbuatan: 
1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau 
disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau 
dibaca oleh orang lain. 
2) Berpidato, mengucapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat 
umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain, 
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3) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di 
tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. 
4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, 
perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan 
berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. 
Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 
dikatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi 
anak yang dimaksud adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang 
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, oleh pemerintah, masyarakat, badan 
legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan utama.  
Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dapat dilihat pada bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk 
hidup dan meningkatkan taraf kehidupan. Penghargaan terhadap pendapat anak dapat 
dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa kemerdekaan menyampaikan 
pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, 




4. Batas Usia Pertanggungjawab Pidana 
Batas usia ke bawah ialah keadaan usia termuda, dimana pelaku tindak pidana 
dapat diancam dengan pidana tertentu, usia berapakah pelaku tidak dapat 
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dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Batas usia ini 
berbeda ini berbeda antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Misalnya 
Inggris 8 (delapan) tahun, Dermark dan Swedia 15 (lima belas) tahun, sedangkan 
Australia anak di bawah umur 8 (delapan) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya.  
Sedangkan batas usia ke atas ialah untuk menentukan siapa yang sampai batas 
ini maka  diberi kedudukan sebagai juvenile (juvenile dapat disebut sebagai remaja 
yang diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa 
serta belum kawin) sehingga harus diperlakukan secara khusus. Mengenai batas usia 
ke atas di seluruh dunia menggunakan usia cbronologies. Namun batas usia ini 
berbeda-beda dari 14 (empat belas) tahun misalnya Haiti dan Dominica sampai 21 
(dua puluh satu) tahun misalnya di Chili, Negara Arkansas dan California.
31
 
Dalam UU NRI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 
angka 1 diuraikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan. Hal ini diperkuat dengan 
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan 
bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin. Pengertian anak nakal dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 butir (a) UU 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan anak nakal adalah anak 
yang melakukan tindak pidana. Dan dikatakan dalam butir (b) anak nakal anak yang 
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan 
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perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-
kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak. Pada Pasal 4 ayat (2) dikatakan dalam hal anak melakukan 
tindak pidana batas umur sebagian yang dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke 
sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut  
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal anak belum mencapai 
umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka 
terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik UU Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
E. Perilaku Bullying dalam Islam 
Ahklak diukur dari tingkah laku yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali 
tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan pergaulannya baik lingkungan 
keluarga, dilingkungan sekolah maupun ditengah masyarakat. Ahlak adalah sifat yang 
tertanam dalam jiwa, yang dengan lahirlah berbagai macam perbuatan baik atau 
buruk, tanpah membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak melahirkan 
perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-perbuatan tersebut muncul tanpa 
adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah menjadi kebiasaan yang 
merupakan sifat yang meresap dalam jiwa dan menjadi tabiat atau kepribadian 
34 
 




Kata akhlak berasal dari bahasa Arab “khuluq” jamaknya “khuluqun” yang 
diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Perumusan 
pengertian ahklak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik 
antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.
33
 
Akhlak disamping dikenal dengan istilah etika, juga dikenal dengan istilah 
moral. Perkataan moral berasal dari bahasa latin “mores”, jamak dari “mos” yangag 
berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa indonesia moral diterjemahkan dengan arti 
susila. Sedangakan kata etika berasal dari bahasa Yunani, “ethes” yang berarti adat 
kebiasaan. Etika menurut filsafat adalah ilmu yangag menyelidiki, hal yang baik dan 




Akhlak terbagi dua yaitu Akhlakul Mahmudah (akhlak terpuji) dan Ahklakul 
Madzmummah (akhlak tercela). Akhlak terpuji merupakan salah satu tanda 
kesempurnaan iman. Tanda tersebut dimanifestasikan kedalam perbuatan sehari-hari 
dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung 
dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Beberapa bentuk akhlak terpuji yaitu: 
1. Akhlak yang berhubungan dengan Allah, yakni menauhidkan Allah, takwa 
kepada Allah, mematuhi Allah, dan menjauhui segala larangannya. 
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2. Akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri seperti  bersabar, bersyukur, 
amanah, benar (ash-Shidqu), menepati janji (al-wafa’) dan memelihara 
kesucian diri (al-ifafah). 
3. Akhlak yang berhubungan terhadap keluarga yaitu berbakti kepada kedua 
orang tua dan bersikap baik kepada saudara. 
4. Akhlak terhadap masyarakat yaitu berbuat baik kepada tetangga, suka 
menolong orang lain dan menjaga lingkungan pergaulan sesama teman. 
5. Akhlak terhadap alam yaitu memelihara dan menyangtuni binatang, 
memelihara daan menyayangi tumbuh-tumbuhan.
35
 
Sedangkan ahklak madzmumah (perilaku tercelah) adalah segala bentuk 
akhlak yang berentangan dengan akhlak mahmudah. Akhlak madzmumah merupakan 
tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan 
martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak madzmumah bisa berkaitan 
dengan Allah, Rasulullah, dirinya, keluarga, masyarakat, dan alam sekitarnya.
36
 Salah 
satu perbuatan akhlak madzmumah yaitu perilaku zhalim.  
Perilaku zhalim terbagi atas empat yaitu, zhalim kepada Allah, zhalim kepada 
diri sendiri, zhalim terhadap orang lain, dan zhalim terhadap lingkungan. Bullying 
merupakan perbuatan yang zhalim terhadap orang lain karena bullying merupakan 
tindakan kekerasan yang berusaha menyakiti baik secara fisik maupun verbal. 
Perbuatan zhalim dilarang sesuai Firman Allah swt. dalam QS al-Syura/42: 39 
 
( َنوُرِصَتْن َي ْمُه ُيْغ َبْلا ُمُه َباَصَأ اَذِإ َنيِذَّلاَو٩٣) 
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“Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim, 
mereka membela diri”.37 
Perbuatan zhalim menurut ajaran islam merupakan tindakan menganiaya
38
, 
sehingga Bullying merupakan perbuatan yang menzhalimi orang lain dan dapat 
berupa suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam manusia hanya mengenal dua 
macam pembagian objek pelanggaran hukum, yaitu yang menyangkut hak Allah swt. 
dan hak manusia. Yang dimaksud dengan hak Allah ialah segala sesuatu yang 
berhubungan langsung dengan kepentingan umum, yakni masyarakat dan negara, 




Perbuatan tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan jarimah. 
Imam Al- Mardawi mengukakan bahwa jarimah merupakan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam istilah 
lain jarimah disebut juga dengan istilah jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah 
pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ 
baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
40
 
Ulama fiqih mengemukakan unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak 
pidana atau jarimah, sebagai berikut:  
1. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan terdapat pula ancaman 
hukumnya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (ar-
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Rukn al-syar’i). Dalam unsur ini ulama membuat kaidah “tidak ada suatu 
tindakan pidana dan tidak ada pula satu hukuman tanpa ada nas”. Kaidah 
tersebut juga dikatakan “sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang 
yang berakal”. dengan demikian unsur tersebut bersifat melawan hukum. 
2. Adanya tingkahlaku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa 
perbuatan yang nyata melanggar larangan syara’. jarimah positif yaitu aktif 
melakukan sesuatu perbuatan, seperti mencuri maupun dalam bentuk sikap 
tidak berbuat sesuatu yang di perintahkan syara’, jarimah negatif  yaitu fasif 
dalam melakukan perbuatan seperti tidak melaksanakan sholat dan tidak 
menunaikan zakat. Dalam hukum positif unsur ini disebut dengan unsur 
materil (ar-rukn al madiy). Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu 
perbuatan yang oleh hukum dikatakan dapat dihukum. 
3. Perilaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah mukallaf atau 
orang yang dapat dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung 
jawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam (al-rukn adabi). Dalam 
hukum positif  disebut dengan unsur moril. Orang yang melakukan perbuatan 




Beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau 
jarimah. Pada umumnya ulama juga membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan 
ringannya hukuman. Ditinjau dari segi hukumannya jarimah dibagi menjadi tiga 
bagian, sebagai berikut: 
1. Jarimah Hudud 
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Hudud, berasal dari had, yang menurut bahasa berarti batasan-batasan yang 
dilarang orang melanggarnya, dalam artian ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan 
yang menyangkut hak Allah atau kepentingan umum.
42
 Jarimah hudud adalah 
jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had dikemukakan 
oleh Abdul Qadir Audah hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 
syara’ dan merupakan hak Allah. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-
mata, jika ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih 
dominan. 
Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut 
tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau 




a. Jarimah zina. 
b. Jarimah qadzaf. 
c. Jarimah syurb al-khamr. 
d. Jarimah pencurian. 
e. Jarimah hirabah. 
f. Jarimah riddah. 
g. Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu). 
2. Jarimah qiṣᾱṣ dan Diyat 
Jarimah kishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qiṣᾱṣ 
atau diyat. Baik qiṣᾱṣ maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah 
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ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah merupakan hak 
Allah, sedangkan qiṣᾱṣ dan diyat merupakan hak manusia atau hak individu. Di 
samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qiṣᾱṣ dan diyat merupakan 
hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban 
dan keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. 
Menurut Muhammad Abu Zahrah pengertian qiṣᾱṣ adalah persamaan dan 
keseimbangan antara jarimah dan hukuman. Jarimah qiṣᾱṣ dan diyat hanya ada dua 
macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka 
jumlahnya ada lima macam, yaitu: 
a. Pembunuhan sengaja. 
b. Pembunuhan menyerupai sengaja. 
c. Pembunuhan karena kesalahan. 
d. Penganiayaan sengaja. 
e. Penganiayaan tidak sengaja. 
3. Jarimah Ta’zir 
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. 
Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir 
juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man’u, yang artinya menolak dan mencegah. 
Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi 
adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak Pidana) yang belum ditentukan 
hukumnya oleh syara’. Sehingga dapat diketahui bahwa hukuman ta’zir adalah 
hukuman yang belum ditetapkan syara’ dan wewenang untuk menetapkannya 
diserahkan kepada ūlīl amri (penguasa).44 
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Jarimah ta’zir hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman 
sesuai macam jarimah ta’zir serta keadaan perbuatannya. Jadi hukuman jarimah 
ta’zir tidak memiliki batasan tertentu. Jenis jarimah ta’zir tidak ditentukan 
banyaknya, sedangkan jarimah hudud, qiṣᾱṣ dan diyat sudah ditentukan jumlahnya.  
Dalam jarimah hudud dibatasi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak 
Allah dan dalam jarimah qiṣᾱṣ yang menyangkut hak manusia, maka dalam jarimah 
ta’zir perbuatan-perbuatan kejahatan itu sebagian ada yang menyangkut hak Allah 




Dari penjelasan tersebut bullying merupakan tindakan yang dilarang dan 
merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga 
perilaku bullying dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam 
perbuatan yang dilarang maka akan dapat dikenakan jarimah. 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian   
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deduftif kualitatif. Deduktif  
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih dalam melakukan pengumpulan data guna 
menunjang penelitian ini adalah SMA negeri 12 Makassar. Alasan dipilihnya lokasi 
karena SMA negeri 12 Makassar merupakan sekolah yang jauh dari perkotaan dan 
sering terjadi perkelahian antara siswa karena bullying. Dan merupakan juga salah 
satu daerah rawan atas kekerasan. 
B.  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologis 
dan syar’i.  
1.  Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji 
suatu perundang-undangan yang tentunya yang berkait dalam pembahasan 
penelitian. 
2. Pendekatan sosiologis adalah melakukan suatu analisa terhadap suatu 
keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum islam dan perundang-
undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian. 
3. Pendekatan syar’i adalah pendekatan menggunakan ilmu syari’ah terkhusus 






C. Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 
(responden), dimana data primer menjadi rujukan pertama. Adapun yang 
dimaksud dalam data primer yaitu observasi dan wawancara. data yang 
diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para siswa yang pernah 
mengalami perkara Bullying.  
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka berupa 
buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan 
dua cara yakni: 
1. Penilaian kepustakaan (library reseach)  
Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri 
sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan 
literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan 
menggunakan metode ini dapat menempuhnya dengan dua cara yaitu: pertama, 
kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa 
mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil 
pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa 






2. Penelitian Lapangan (field reseach) 
Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian 
untuk mengadakan pengamatan langsung. Adapun langka yang dilakukana yaitu: 
a. Observasi  
Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap 
gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.
46
 Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa 
observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 




Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan 
penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan 
yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena social ataupun 
perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu arus tetap selaras dengan 
judul.
48
 Dengan melakukan observasi, maka peneliti mampu untuk menangkap hal 
yang mungkin tidak mampu diungkapkan oleh partisipan secara verbal (langsung). 
Observasi melibatkan tiga objek sekaligus yaitu, lokasi tempat penelitian 
berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu dan aktivitas para pelaku yang 
dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini terlebih dahulu melakukan 
observasi sebelum melakukan penelitian dan mengamati kondisi lingkungan sekolah 
beserta lingkungan di sekitarnya. 
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b. Wawancara  
Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif 
dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interview 
dapat bertatapan muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi 
responden, fakta-fakta yang ada dan mendapat (opinion) maupun persepsi diri 
responden dan bahkan saran-saran responden.
49
 
Wawancara atau interview adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara 
bertahap langsung dan melakukan percakapan, dengan partisipan. Dalam melakukan 
wawancara pertanyaan yang akan diajukan harus singkat dan jelas serta memberikan 
pertanyaan yang mudah dimengerti oleh respoden. Teknik wawancara yang pertama 
dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan 
kepada responden. 
c. Dokumentasi 
Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
metode untuk menulusuri data berupa dokumen dan arsip. Studi dokumentasi 
merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. 




Dalam hal ini, studi dokumentasi yang dilakukan dengan mencari data 
mengenai permasalahan Bullying yang pernah terjadi dikalangan anak sekolah. 
Dokumentasi yang akan dilakukan dengan cara melakukan rekaman suara dan 
mengambil foto dengan para responden. 
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E. Instrumen penelitian 
 Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari 
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini 
menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian 
yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian
51
. Adapun instrumen 
penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data yang dianggap penting. 
3. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka 
dapat meningkatkan pembahasan akan lebih terjamin. 
4. Tap Recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Penggunaan Tape Recorder dalam wawancara perlu 
memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan 
Teknik Pengolahan merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan 
data dilapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun termasuk 
dalam teknik pengolahan, yaitu: 
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a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan 
yang akan dibahas. 
b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis 
sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 
permasalahan yang diajukan. 
2.   Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap pertengahan dari rangkaian tahap dalam 
sebuah penelitian dan mempunyai fungsi yang sangat penting. Analisis data yang 
digunakan deduktif kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses 
pengumpulan data. 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun 
data sekunder dianalisis secara duduktif kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriftif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan 





A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying di SMAN 12 Makassar 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 12 Makassar  tanggal 2 dan 
5 Mei 2017 dari 20 (dua puluh) responden yang diwawancarai dapat dikelompokkan 
menjadi 3 (tiga) kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang 
pengertian bullying yaitu, kelompok pertama memahami bullying sebagai suatu 
tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal, adapun kelompok kedua 
memahami bullying sebagai suatu tindakan kekerasaan yang dilakukan secara fisik, 
sedangkan kelompok ketiga memahami bullying sebagai suatu tindak kekerasaan 
yang dilakukan secara verbal dan fisik. 
Dari 20 (dua puluh) responden yang diwawancari mulai kelas X hingga XII 
terdapat 8 (delapan) responden yang memahami perilaku bullying sebagai suatu 
tindak kekerasan verbal, 5 (lima) responden memahami bullying sebagai suatu tindak 
kekerasan secara fisik, dan 7 (tujuh) responden memahami bullying sebagai suatu 
tindak kekerasan secara verbal dan fisik. 
Kelompok pertama, yaitu responden yang memahami bullying hanya sebagai 
kekerasan secara verbal. Berikut diuraikan beberapa pernyataan responden yang 
dapat dicermati yang menyatakan bahwa bullying hanya sebagai kekerasan secara 
verbal. aitu, responden pertama menyatakan bahwa: 
“Bullying merupakan sesuatu hal dari kelemahan yang merupakan kekurangan 
seseorang yang dijadikan bahan olok-olokan atau bahan cibiran oleh orang 
yang dikenal maupun tidak dikenal.”52 
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Berdasarkan pernyataan responden pertama dapat dipahami bahwa seseorang 
yang melakukan perilaku bullying yang dilakukan berupa tindakan mengejek 
seseorang ataupun menghina orang lain, merasa bahwa dirinya lebih daripada orang 
yang diolok-olokan, merasa tidak memiliki kekurangan sama sekali. Adapun 
responden kedua menyatakan bahwa: 
“Bullying merupakan mengejek seseorang tanpa sebab apapun, atau seseorang 
tersebut tidak suka kepada orang tersebut.”53  
Adapun pernyataan responden kedua hampir sama dengan pernyataan 
responden yang pertama mengolok-olokkan seseorang diakibatkan karena adanya 
persaingan yang tidak seimbang, atau perselisihan yang pernah terjadi diantaranya. 
Sedangkan responden ketiga menyatakan bahwa: 
“Bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghina 
seseorang, membuat hati merasa tidak nyaman, atau memperlakukan 
seseorang secara tidak pantas untuk memberikan rasa kesenangan pada 
dirinya.”54  
Berdasarkan ketiga pernyataan responden terssebut yang mewakili dari 
delapan responden yang menyatakan bullying sebagai suatu tindak kekerasan verbal. 
Kelompok kedua yaitu responden yang memahami bullying sebagai suatu 
tindakan secara fisik yang mengganggap bullying hanya terjadi dalam bentuk 
kekerasan langsung. Berikut diuraikan beberapa pernyataan responden menyatakan 
bahwa bullying yang menyatakan sebagai suatu tindakan secara fisik. Responden 
pertama menyatakan bahwa:  
“Bullying merupakan tindakan dimana satu orang atau lebih menyakiti atau 
mengontrol orang dengan cara kekerasaan dengan perlakuan yang menyakiti 
dan memberikan tanda atau berupa bekas luka.”55  
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Pernyataan responden pertama tersebut diperkuat oleh responden kedua yang 
menyakan bahwa keadaan ini terjadi ketika adanya kekuasaan lebih diantara korban 
dan pelaku bullying.
 56
 Dengan kata lain bullying dilakukan agar korbannya merasa 
tersiksa dengan suatu tindakan yang tidak pantas terhadap korban agar pelakunya 
merasa terhibur atas hal tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa bullying 
merupakan perilaku yang tidak pantas yang dilakukan untuk kepuasaan diri sendiri 
yang dijadikan bahan untuk mengapresiasikan diri. Sedangkan responden ketiga 
menyatakan bahwa:  
“Bullying merupakan suatu penindasan atau pelecehan yang terus menerus 
dilakukan terhadap seseorang.”57  
Berdasarkan ketiga pernyataan responden terssebut yang mewakili dari lima 
responden yang menyatakan bullying sebagai suatu tindak kekerasan fisik. Sehingga 
bullying dalam bentuk fisik dapat dipahami tindakan yang agresif yang membuat 
korban terluka karena perbuatan bullying yang dilakukan dan membuat korban 
merasa tidak aman yang berupa pelecehan. 
Kelompok ketiga yaitu responden yang memahami bullying sebagai suatu 
tindak kekerasaan yang dilakukan secara verbal dan fisik. Berikut diuraikan beberapa 
pernyataan responden menyatakan bahwa bullying merupakan sebagai suatu tindakan 
secara verbal dan fisik. Responden pertama menyatakan bahwa:  
“Bullying merupakan suatu jenis tindakan kekerasan yang dilakukan untuk 
melukai seseorang baik secara fisik maupun verbal.”58 
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 Responden kedua menyatakan bahwa bullying merupakan suatu tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menyiksa atau 
menyakiti secara berulang-ulang kali baik secara verbal maupun fisik.
59
 
Berdasarkan uraian tentang pemahaman responden terhadap pengertian 
bullying yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui kelompok pertama hanya 
memahami bullying sebagai tindakan kekerasan verbal, sedangkan kelompok kedua 
memahami bullying sebagai tindak kekerasan secara tindakan secara fisik. Sehingga 
dapat dipahami bahwa kelompok pertama dan kedua masih memiliki pemahaman 
yang kurang terhadap pengertian bullying. Kelompok ketiga merupakan kelompok 
yang paling tepat memahami pengertian bullying, yang mengartikan bullying sebagai 
tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal dan fisik.  
Berdasarkan responden yang diwawancarai mengakui bahwa pernah 
mengalami perilaku bullying baik secara verbal maupun fisik. Beberapa pengakuan 
responden yang pernah mengalami bullying bahwa mereka menerima perlakuan yang 
tidak menyenangkan dari teman-temanya, seperti penghinaan, pencemaran nama 
baik, perlakuan kasar seperti menendang, mencubit, diancam dan yang lebih para lain 
menguncikannya di dalam toilet.
60
 Adapun perlakuan bullying yang sering terjadi 
pada saat penerimaan siswa baru yang diadakan OSIS oleh kakak kelas yang 
terkadang menggunakan jabatan atau rasa senioritas yang arogan. Untuk melakukan 
perilaku bullying terkadang membentak tanpa alasan, menendang karena tidak 
menuruti keinginannya, dan melakukan tingkah dibatas kewajar.
61
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Perilaku kekerasaan bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah bukan 
saja pada saat penerimaan siswa baru, pada waktu istirahat, terkadang pada saat 
proses belajar mengajar pun terjadi perilaku bullying terjadi seperti mengejek teman 




Perlakuan bullying yang dilakukan secara berulang-ulang terkadang memiliki 
tingkatan yang lebih parah lagi. Yang awalnya hanya berupa ejekan, menghina dan 
lama kelamaan akan berubah dalam bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya perilaku bullying di SMAN 12 Makassar, sebagai berikut: 
1. Adanya perbedaan kelas, ras dan agama. Perbedaan ini terkadang dijadikan dasar 
untuk melakukan tindak kekerasaan karena ketidak cocokan diantaranya. 
2. Senioritas,63 sebagai salah satu perilaku bullying, justru juga diperluas siswa 
sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Keinginan mereka untuk 
melanjutkan masalah senioritas adalah suatu hiburan, penyaluran dendam, iri 
hati, atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan 
kekuasaan. 
3. Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna 
misalnya saja mereka merasa memiliki wajah yang lebih. 
4. Brokenhome,64 masalah dalam keluarga terkadang mengespresiasikan diri 
mereka pada temannya dilingkungan sekolah. 
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5. Bullying dijadikan sebagai bahan bercanda untuk suatu hiburan.65 
6. Untuk meningkatkan popularitas pelaku dikalangan teman-temannya. 
7. Adanya perbedaan ekonomi, terkadang perbedaan ekonomi membuat orang 
melakukan bullying karena merasa memiliki posisi yang lebih. 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban bullying 
yaitu: 
1. Karena orang yang menjadi korban bullying lebih lemah dari pelaku.66 
2. Lebih banyak berdiam diri atau menyendiri.67 
3. Orang yang baru dalam lingkungannya. 




Bullying juga sering terjadi melalui media alat elektronik atau disebut dengan 
istilah Cyber Bullying. Istilah cyber bullying dikenal oleh  Bill Belsey dari Kanada, 
dan istilah ini berkembang dengan cepat. Cyber bullying memiliki arti yangberbeda-
beda. Beberapa pendapat yang mengartikan cyber bullying. Cyber bullying is use of 
technology to intimidate, vittimize, or bully an individual or grop (cyber bullying 
adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau 
mengganggu individu, atau sekelompok orang). Pendapat lain yang mengartikan 
cyber bullying, the use of electronic communication to bully a person, typically by 
sending messages of an intimidation or threatening nature. dengan kata lain cyber 
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bullying adalah apabila seseorang menggunakan alat elektronik untuk mem-bully 
seseorang, khususnya mengirimkan pesan yang berisi intimidasi atau ancaman.
69
  
Beberapa macam tindakan cyber bullying yang dapat diketahui: 
1. Mengirim pesan teks yang isinya kata-kata yang penuh amarah dan frontal, yang 
menunjuk pada kata-kata disebuah pesan yang berapi-api.
70
 
2. Cyber bullying yang berisi pesan-pesan gangguan pada e-mail, sms, maupun 
pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus. Biasanya 
pelaku menjatuhkan mental dan psikis korbanya. Dengan menggunakan kata-kata 
kotor dan juga ancaman-ancaman yang menteror jiwa korban. 
3. Proses yang menggunakan keburukan seseorang di internet dengan maksud 
merusak reputasi dan nama baik orang tersebut, pelaku ingin mencemarkan nama 
baik seseorang biasanya korbanya memiliki sisi lebih dari orang lain, baik dalam 
hal jabatan harta, dan juga popularitas.  
4. Pura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik, 
agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut asli dari si korban 
dengan maksud mencemarkan reputasi atau pertemanan si korban.
71
 
Dari perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan sekolah 
dapat membuat anak merasa tidak nyaman, trauma, ketakutan, tidak aman terlebih 
lagi perbuatan tersebut merupakan tindakan fisik yang bisa menyebabkan luka fisik, 
cederah, cacat, bahkan bisa terjadi kematian. Yang mengakibatkan anak/korban 
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merasa cemas dan ketakutan sehingga mempengaruhi konsentrasi belajar bagi anak 
sebagai korban bullying. Perilaku bullying juga dapat mengakibatkan korban merasa 
depresi dan marah ketika mengalami perlakuan bullying yang terus-menerus yang 
berlangsung lama dapat membuat anak merasa dendam dan dapat melakukan 
perbuatan sama atau lebih parah lagi. Anak yang mengalami perlakuan bullying di 
lingkungan sekolahnya jarang hadir dalam proses belajar mengajar yang membuat 
prestasi akademiknya menurun atau rendah yang diakibatkan dari depresi yang 
menekan dan dapat melakukan tindakan bunuh diri. 
Tindakan bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah akan ditindak 
lanjuti oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan apabila anak 
terbukti melakukan tindakan bullying akan di tindak lanjuti di ruang Bimbingan 
Konselin (BK). Apabila perbuatan bullying yang dilakukan dalam kategori ringan 
berupa bentuk verbal maka hanya akan dilakukan peneguran selama tiga kali, apabila 
melakukan perbuatan bullying kembali akan menghadirkan para pihak dan kedua 
orang tua/wali mereka dan merupakan peringatan terakhir. Apabila tindakan bullying 
yang dilakukan berupa tindakan fisik maka akan menghadirkan menghadirkan para 
pihak dan kedua orang tua/wali untuk diberikan sangsi berupa skorsing selama tiga 
hari atau dikeluarkan dari sekolah.
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Sehingga perlu adanya penanganann perilaku Bullying yang harus dilakukan: 
1. Penanganan dari pihak orang tua 
Orang tua harus lebih mampu mengenal karakter anak bahwa anaknya  sering 
menjadi korban bullying. Dengan mengenali karakter anak orang tua dapat 
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mengantipasi berbagai potensi intimidasi dan tindak kekerasan bullying yang 
menimpa anak, atau mampu menemukan solusi agar anak menjadi lebih siap secara 
mental. Orang tua harus menjalin komunikasi dan perhatian yang lebih terhadap anak, 
agar merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya ketika mengalami 
intimidasi di sekolah. Sehingga dapat di antisipasi secara cepat sebelum anak menjadi 
korban bullying yang berkelanjutan. 
2. Penanganan pihak sekolah  
Menjalin kerja sama antara pihak sekolah dan struktur komite sekolah (guru 
dan para staf) dan meminta mereka membantu dan mengamati bila ada perubahan 
emosional atau fisik siswa misalnya sering terlihst ketakutan atau terlihat babak belur. 
Mewaspadai perbedaan espresi yang agresif dan interaksi yang berbeda di rumah dan 
disekolah (ada atau tidak ada orang tua di sekolah). Ketika mendapati perubahan anak 
maka meminta bantuan pihak ketiga yang ahli (psikoloq atau ahli yang profesional) 
untuk menangani bila ditemukan kasus-kasus bullying di sekolah yang terjadi 
antarsiswa. 
B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perilaku Bullying 
Bullying di Indonesia merupakan istilah yang baru muncul  tetapi bentuk 
perbuatannya sudah sering terjadi di mana-mana. Bullying diartikan sebagai suatu 
bentuk kekerasaan yang melanggar norma dan merupakan suatu tindakan 
kriminalitas. Bullying disebut sebagai perundungan yang artinya suatu tindak 
kekerasan.  
Pada pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
menyatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah masyarakat, keluarga dan 
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orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya memberian perlindungan yang 
baik untuk seorang anak dari tindakan kekerasan, terkhusus perundungan. Sesuai 
bunyi  Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan 
anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
1. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perilaku Bullying yang Terjadi 
di Kalangan Siswa 
Berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, ancaman, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
73
 
Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pendekatan hukum, 
kekerasan merupakan tindakan melawan hukum yang tidak menyenangkan atau 
merugikan orang lain, baik secara fisik maupun  secara psikis.  
Kekerasaan bisa terjadi dimana saja terutama pada dunia pendidikan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tindak kekerasan adalah 
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perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau 
melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi 
dilingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan 
barang, luka/cedera, cacat, dan/atau kematian.
74
 
Sehingga dapat diartikan Kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai 
sifat yang agresif, perilaku yang melebihi kapasitas kewenang-wenangannya dan 
menimbulkan pelanggara hak, atau kerugian bagi korban yang dilakukan dalam 
lingkungan pendidikan yang melukai secara fisik, psikis dan emosional.  
Bullying (perundungan) atau kekerasan yang ditujukan pada siswa merupakan 
suatu masalah yang sangat penting dalam bidang pendidikan terutama masalah 
perkembangan anak nantinya dan medis yang menyebabkan anak akan mengalami 
kesakitan, kecacatan fisik, emosional dan kematian, yang berpengaruh terhadap 
kondisi anak secara mental dan fisik di masa depan. 
Kekerasan dalam pendidikan merupakan suatu tindakan penyerangan ataupun 
bertahan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang menyalahi norma-
norma yang ada terkhusus norma hukum. Kekerasan tersebut ada yang berbentuk 
terbuka maupun tertutup, serta kekerasan agresif maupun defensive yang semua 
kekerasan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap anak (siswa). 
Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perlakuan menyakiti secara 
fisik maupun secara verbal atau emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, 
ekspolitasi, komersial atau ekspolitasi lain yang mengakibatkan cedera, kerugian 
nyata, maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh 
berkembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks teman sebaya, 
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hiburan atau kekuasaan yang merupakan tndakan yang melanggar norma-norma yang 
ada yang dilakukan di lingkungan sekolah. 
Sudah sangat jelas kekerasan terhadap anak dilarang berdasarkan Pasal 54 
ayat (1) UU Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak di dalam dan 
lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, 
kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 
pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 
 Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang merupakan tindak kekerasan di 
lingkungan pendidikan sebagai berikut: 
a. Pelecehan merupakan tindakan secara fisik, psikis atau daring. 
b. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus atau 
menyusahkan. 
c. Penganiayaan merupakan tindak yang sewenang-wenang seperti menyiksaan dan 
penindasan. 
d. Perkelahian yang disertai dengan adu kata-kata atau adu tenaga. 
e. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi 
lingkungan baru dengan mengendapkan  (mengikis) tata pikiran yang dimiliki 
sebelumnya. 
f. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara perbuatan memeras. 
g. Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan yang keji dan kotor, 
tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaaan. 
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h. Pemerkosaan merupakan tindakan, proses atau perbuatan, cara menundukkan 
dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi. 
i. Tindakan kekerasaan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau 
antargolongan (SARA) yang merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, 
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan SARA yang mengakibatkan pencabutan 
atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. 




Berdasarkan jenis-jenis tindak kekerasaan dilingkungan satuan pendidikan 
sebagaimana telah dipaparkan, salah satunya adalah bullying atau perundungan 
berdasarkan Pasal 6 butir (b), Pasal 6 butir (c), Pasal 6 butir (d), Pasal 6 butir  (e), 
Pasal 6 butir (f), Pasal 6 butir (i) dan Pasal 6 butir (j) dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 
Pendidikan. 
Dalam sistem hukum positif belum terdapat peraturan perundang-undangan 
yang secara khusus mengatur tentang bullying (perundungan) namun dalam tindak 
kekerasan yang diakibatakan yang berdasarkan wawancara dilapangan, para 
responden menyatakan bahwa bullying (perundungan) atau tindak kekerasaan dapat 
berupa, mengejek, menendang, pencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran 
nama baik. Maka dapat digunaka aturan –aturan hukum yang ada yang berlaku di 
Indonesia. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada 3 (tiga) bentuk perilaku 
bullying yang terjadi di sekolah terkhusus pada lokasi penelitian dan dapat dihukum 
berdasarkan peraturan yang dapat digunakan, yaitu: 
a. Perlakuan yang tidak menyenangkan 
Dalam penelitian yang dilakukan dapat ditemukan perbuatan mengejek, 
mengolok-olokan, perbuatan menendang, memukul, dan menganjam. Perbuatan 
tersebut termaksud dalam Pasal 335 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yaitu diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 
banyak Rp. 300;00 (tiga ratus rupiah). Ke-1 barang siapa melawan hukum memaksa 
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 
memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau 
dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang 
tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ke-2 berbunyi 
barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau 
membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Ayat (2) 
mengatakan dalam hal yang diterangkan ke-2 kejahatan hanya dituntut atas 
pengaduan orang yang terkena. 
b. Penganiayaan 
Tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana ayat (1) KUHP menyatakan “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,” 
Ayat (2) menyatakan “ jika perbuatan itu menjadikan luka berat, pelaku dihukum 
penjara selama-lamanya 5 (lima tahun)”. Dan ayat (3) menyatakan “jika perbuatan itu 
menjadikan orangnya mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”. 
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Adapun beberapa Pasal lainnya yang mengatur tindak penganiayaan terdapat 
Pasal 353 ayat (1) menyatakan “penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dan terdapat pula 
beberapa Pasal Penganiayaan yang dapat dikenakan Pasal 354, dan pasal 355. 
c. Pencemaran nama baik 
Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan 
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaraan nama baik 
merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan masalah dalam masyarakat 
umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam KUHP. 
Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum 
yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Atau merupakan fitnah 
yang disebarluaskan secara tertulis yang dikenal sebagai libel, atau fitnah yang 
dilakukan secara lisan atau ucapan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan delit 
aduan yaitu seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di 
pengadilan negeri, jika terbukti bersalah bisa mendapatkan ganti rugi, pidana penjara 
juga dapat dikenakan bagi pelaku pencemaran baik.
76
 
Dalam KUHP ketentuan pidana atas pencemaran nama baik diatur dalam 
Pasal 310 ayat (1) KUHP: 
 
“barang siapa  dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu 
diketahui umum , diancam karena pencemaran dengan pidana penjarapaling 
lama 9 (sembilan) bulan atau tindak pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 
(empat ribu lima ratus rupiah).”77 
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Berdasarkan pasal diatas penghinaan yang dapat di pidana harus dilakukan 
dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud 
tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang).  Perbuatan yang dituduhkan tidak 
mesti perbuatan yang harus dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan 
sebagainnya. Perbuatan tersebut bisa dalam perbuatan yang bersifat memalukan, 
misalnya menuduh selingkuh. Pencemaran nama baik juga dapat berupa untuk 
merusak reputasi seseorang dengan jalan menfitah. Penghinaan dalam bentuk tulisan 
(surat) atau gambar maka penghinaan tersebut disebut sebagai menista atau 
penghinaan secara surat dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP: 
 
 “jika hal iytu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena 
pencemaran nama tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan atau paling banyak Rp. 300,00.”78 
Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dapat dikecualikan  
atau tidak dapat dihukum apabilan tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk 
membela kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Patut atau tidak pembelaan 
diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim. 
Perbuatan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah terkhusus pada lokasi 
penelitian yang dilakukan dapat di kategorika sebagai suatu tindak pidana terutama 
pada perbuatan tidak menyenangkan, terjadi penganiayaan dan merupakan 
pencemaran nama baik, dan dapat dihukum seseuai ketentuan hukum yang ada di 
Indonesia. 
Oleh karena itu, menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia telah 
mengeluarkan cara pencegahan tindak kekerasaan yang terjadi disatuan pendidikan. 
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Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan bahwa pencegahan tindak kekerasan 
dilingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta 
didik, pendidik, tenaga kependidikan, sataun pendidikan, komite sekolah, masyarakat, 
pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan 
kewenangannya. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan dari tindak kekerasaan 
berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai berikut: 
a. Tindakan pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan meliputi: 
1) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak 
kekerasan apapun. 
2) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan 
menyenangkan serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan 
melakaukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan. 
3) Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamana bagi peserta didik 
dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran disekolah maupun kegiataan 
diluar satuan pendidikan. 
4) Wajib segerah melapor kepada orang tua/ wali termaksud mencari informasi 
lebih awal apabilah telah ada dugaan/ gejala akan terjadinya tindak 




5) Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) 
pencegahan tindak kekerasaan dengan mengaju pada pedoman yang 
ditetapkan pada kementerian. 
6) Melakukan solialisasi POS dalam upaya pencegahana tindak kekerasaan 
kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/walai, 
komite sekolah, dan masyarakat. 
7) Menjalin kerja sama antara laindengan lembaga psikologi, organisasi 
keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. 
8) Wajib membentuktim pencegahan tindak kekerasan dengan putusan kepala 
sekolah yang terdiri dari: 
a) Kepala sekolah; 
b) Perwalian guru; 
c) Perwalian siswa; 
d) Perwalian orang tua/wali; 
b. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi 
satuan pendidikan yang mudah diaskes oleh peserta didik, orang tua/wali, 
guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yanag paling sedikit memuat; 
1) Laman pengaduan; 
http;// sekolahaman.kemdikbud.go.id 
2) Layanan pesan singkat ke 0811-976-929; 
3) Telpon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303; 
4) Faksimile ke 021-5733125; 
5) Email laporkekerasan@kemdikbud.go.id 
6) Nomor telpon kantor polisi terdekat; 
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7) Nomor telpon kantor dinas setempat; dan 
8) Nomor telpon sekolah 
c. Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksudberdasarkan 
surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan 
pendidikan. 
d. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya, sebagai berikut: 
1) Wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan 
kepala daerah yang terdiri dari unsur: 
a) Pendidik; 
b) Tenaga pendidikan; 
c) Perwakilan komite sekolah; 
d) Organisasi profesi/ lembaga psikoloq; 
e) Pakar pendidikan; 
f) Perangkat pemerintah daerah setempat; 
g) Tokoh masyarakat/ agama; 
Yang dalam pelaksanaan tugasnya mencakup pada pedoman yang ditetapkan 
pada kemenrtian , serta dapat berkordinasi dengan gugus atau tim sejenis 
yang memiliki tugas sama. 
2) Fasilitas dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan 
pencegahan tindak kekerasan. 




4) Melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit 
setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan  tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil 
pemantauan tersebut kepadan masyarakat.  
5) Wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan 
tindak kekerasan. 
e. Tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi: 
1) Menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulanggan tindak kekerasan 
pada satuan pendidikan. 
2) Menetapkan instrumen penegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan 
sebagai indikator penilaian akreditasi pada suatu pendidikan. 
3) Menetapkan pedomanpelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan 
yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan pemandu pentusunan POS 
pencegahan pada satuan pendidikan. 
4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan.  




Namun ketika perilaku bullying (perundungan) atau tindak kekerasan sudah 
terjadi dalam lingkungan pendidikan maka perlu dilakukan penanggulangan terhadap 
tindak kekerasan bullying. Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan 
pendidikan terdapat Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
                                                          
79
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2015, h.7-9. 
 67 
 
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai berikut: 
a. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi: 
1) Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan 
disatuan pendidikan. 
2) Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik baik sebagai korban 
maupun pelaku. 
3) Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan  dalam rangka 
penanggulangan tindak kekerasan peserta didik. 
4) Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat 
tindak kekerasan yang dilakukan. 
5) Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka menyelesaikan 
tindak kekerasan . 
6) Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan 
7) Wajib memfasilitasi peserta didik untuk tetap, baik sebagai korban maupun 
pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum. 
8) Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang 
mengalami tindakan kekerasan. 
9) Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempatt dengan segera 
apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang begitu 




10) Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila trrjadi 
tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat 
fisik/ kematian. 
b. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya, meliputi: 
1) Wajib membentuk tim penanggulangan untuk melakukan tindakan awal 
penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan 
ataua pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/ cacat fisik/ 
kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakana pembiaran, 
termaksud berkoordinasi denga aparat penegak hukum untuk menindak 
lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. 
2) Wajib melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak 
kekerasan yang dilakukan satuan pendidikan agar dapat berjalan profesional 
dan berkeadilan. 
3) Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan 
penanggulangan tindak kekerasan. 
4) Wajib menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk 
mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang 
dilakukan oleh satuan pendidikan. 
c. Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi: 
1) Wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat 
independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/ cacat fisik/ 
kematian atau yang menarik perhatian masyarakat. 
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2) Wajib melakukan pengawasana dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan 
dari pemerintah daerah. 
3) Wajib memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan 
evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
80
 
2. Pandangan hukum Islam tentang Perilaku Bullying Terhadap Siswa 
Bullying merupakan tindakan yanng menyakiti seseorang dengan cara 
kekerasaan secara fisik ataupun secara verbal yang dapat membuat seseorang merasa 
ketakutan dan tidak aman. Tindakan bullying yang dilakukan secara verbal seperti 
mengejek, mengolok-olokan, memfitnah, mencermarkan nama baik dan lain 
sebagainya. Sedangkan tindakan bullying yang dilakukan secara fisik dapat berupa 
tindakan yang agresif seperti menendang, mencubit, memukul dan berupa tindak 
penganiayaan.  
Dalam Islam tindakan kekerasan secara verbal sangat dilarang sesuai Firman 
Allah swt. dalam QS al-Hujurat/49:11 yang berbunyi: 
 ٍءاَسِن ْنِم ٌءاَسِن لاَو ْمُه ْ نِم ًار ْ يَخ اُونوُكَي ْنَأ ىَسَع ٍمْو َق ْنِم ٌموَق ْرَخْسَي لا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َّنُكَي ْنَأ ىَسَع  َدْع َب ُقوُسُفْلا ُمْسلاا َسِْئب ِباَقْللأِاب اوُز َباَن َت لاَو ْمُكَسُف َْنأ اوُزِمْل َت لاَو َّنُه ْ نِم ًار ْ يَخ
( َنوُمِلاَّظلا ُمُى َكَِئلوُأَف ْبُت َي َْلَ ْنَمَو ِنَايملإا١١) 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
                                                          
80
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2015, h. 10-12 
 70 
 
lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan Barang siapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-
orang yang zalim.”81 
Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari 
untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman 
dengan panggilan mesra, “hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum” 
yakni sekelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, karena hal 
tersebut dapat menimbulkan pertikaian. Walau yang diolok-olokan kaum yang lemah. 
Apalagi boleh jadi yang diolok-olakan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-
olokan sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda. 
Pertama mengolok-olokan, kedua orang yang diolok-olokan lebih baik dari mereka. 
“Dan jangan pula wanita-wanita lain” yakni mengolok-olokan wanita-anita yang lain 
karena menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka 
yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka. Siapapun dengan 
sembunyi, dengan ucapan, perbuatan, isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri 
kaum sendiri. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan panggilan buruk 
sesudah iman. Kata talmizu terambil dari kata al-lamz para ulama berbeda pendapat, 
Ibn „Asyur memahami dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang 
diejak, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan 
atau ancaman. Ini adalah sebagai bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.
82
 
“janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain.” Mengolok-
ngolok, mengejek, menghina, merendahkan dan seumpamanya, janganlah semuanya 
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itu terjadi dalam kalangan orang yang beriman, boleh jadi mereka (yang diolok-
olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan).” Ini peringatan yang 
halus dan tepat sekali dari Tuhan. Mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah 
layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang 
beriman akan selalu menilik kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dia akan tahu 
kekurangan yang ada pada dirinya itu. Mengolok-olokkan, mengejek dan memandang 
rendah orang lain, tidak lain adalah karena merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba 
tinggi, dan serba cukup, padahal merekalah yang serba kekurangan. Kata “janganlah 
kamu melecehkan dirimu sendiri.” Pada dasarnya kita dilarang keras melecehkan 
orang lain, dan ditekankanlah dalam ayat ini dilarang mencela diri sendiri. Kalau kita 
mencelah orang lain, membuka aib orang lain, janganlah lupa bahwa orang lain pun 




Dalam hadist Rasulullah saw. bahwa: 
 بَِأ ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ُةَبْعُش اَن َث َّدَح َلَاق ٍسَايِإ بَِأ ُنْب ُمَدآ اَن َث َّدَح ٍدِلاَخ بَِأ ِنْب َليِعَاْسِْإَو ِرَف َّسلا
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ْنَع اَمُه ْ نَع ُوَّللا َيِضَر ٍورْمَع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ِّبِْع َّشلا ْنَع  َلَاق
 َم ُرِجاَهُمْلاَو ِهِدَيَو ِِوناَسِل ْنِم َنوُمِلْسُمْلا َمِلَس ْنَم ُمِلْسُمْلا ُوَبأ َلَاق ُوْنَع ُوَّللا ىَه َن اَم َرَجَى ْن
 ِوَّللا َدْبَع ُتْع َِسْ َلَاق ٍرِماَع ْنَع ٍدْنِى بَِأ ُنْبا َوُى ُدُواَد اَن َث َّدَح ََةيِواَعُم ُوَبأ َلَاقَو ِوَّللا دْبَع  ِنِْع َي
 ْبَع َلاَقَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ْنَع ٍورْمَع َنْبا ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ٍرِماَع ْنَع َدُواَد ْنَع ىَلْعَْلأا ُد
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا ْنَع84 
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Telah menceritakan kepada kami A<dam bin Abu> Iya>s berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Syu‘bah dari „Abdullah bin Abu> al-Safar dan Isma>'i>l 
bin Abu> Kha>lid dari al-Sya'bi> dari „Abdullah bin 'Amru dari Nabi saw., 
bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari 
lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa 
yang dilarang oleh Allah" Abu Abdullah berkata; dan Abu Mu'awiyyah berkata; 
Telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari 'Amir 
berkata; aku mendengar Abdullah, maksudnya ibnu 'Amru, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam Dan berkata Abdul A'laa dari Daud dari 'Amir dari 
Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.
 
 
Sudah sangat jelas bahwa perbuatan bullying secara verbal seperti menghina, 
mengolok-olokan, mengejek, mengucilkan dan lain sebagaianya dapat mendatangkan 
kemudaratan dan merupakan orang yang zhalim. Perbuatan yang zhalim merupakan 
perbuatan yang dilarang. Sehingga sudah jelas perbuatan tersebut dilarang oleh Allah 
swt. sesuai Firman Allah dan penafsiran dari QS al-Hujurat/49:11.  
Dalam penelitian yang dilakukan terdapat juga tindak kekerasan bullying 
secara fisik seperti kekerasan memukul, menendang, dan sampai melakukan 
penganiayaan yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam hukum Islam 
tindak pidana disebut dengan jarimah atau istilah lain yaitu jinayah. Jarimah 
digolongan atas tiga bagian yaitu jarimah hudud, qiṣᾱṣ dan ta’zir. Dimana jarimah 
hudud itu meliputi jarimah zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian, hirabah, 
pemberontakan, dan riddah. Adapun jarimah qiṣᾱṣ dan diat meliputi tindak pidana 
atas jiwa (pembunuhan), dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). 
Sedangkan jarimah ta’zir yang dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum 
ditentukan oleh syara‟ dan ada batas minimal dan maksimal dan penentuan hukuman 
ditentukan oleh ūlīl amri atau pemerintah. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perilaku 
bullying secara fisik dapat dikategorikan dalam jarimah qiṣᾱṣ. Bullying dalam jarimah 
qiṣᾱṣ dapat digolongkan dalam bentuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. 
Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan 
menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan 
nyawanya. Dan pengertian ini sejalan dengan Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana 
atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik 
berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa 
atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Sedangkan perbuatan sengaja 




 Perbuatan menyakiti yang dimaksud dalam pidana selain jiwa yaitu perbuatan 
menyakiti atau merusak badan seseorang, seperti pemukulan, pelukaan, penendangan, 
pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini 
badan atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menyakiti perasaan tidak 
termaksud dalam defenisi ini. Karena perasaan bukan jasmani dan bersifat abstrak 
dan tidak konkret. Sehingga bullying secara fisik dapat dikategorikan sebagai jarimah 
qiṣᾱṣ karena merupakan perbuatan yang merusak jasmani seseorang dengan 
perlukaan dan berupa penganiayaan. 
Dalam firman Allah swt. QS al-Baqarah/2:178 kewajiban melaksanakan 
qishash, yang berbunyi: 
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 ْنلأاَو ِدْبَعْلِاب ُدْبَعْلاَو ُِّرْلِْاب ُُّرْلْا ىَل ْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ْنَمَف ىَثَ ْنلأِاب ىَثَ
 َو ِفوُرْعَمْلِاب ٌعاَبِّ تَاف ٌءْيَش ِويِخَأ ْنِم ُوَل َيِفُع ِنَمَف ٌَةْحَْرَو ْمُكَِّبر ْنِم ٌفيِفَْتَ َكِلَذ ٍناَسْحِِإب ِوَْيِلإ ٌءاََدأ
( ٌمِيَلأ ٌباَذَع ُوَل َف َكِلَذ َدْع َب ىَدَتْعا١٧١ ) 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣᾱṣ berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti 
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) 
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
86
 
Agama Islam datang, yaitu disaat perdendaman masih belum habis. Islam 
tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya hukum qiṣᾱṣ 
bukan balas dendam. Maka kalau terjadi pembunuhan manusia atas manusia, 
tanggungjawab penuntut hukum bukan saja terletak pada keluarga yang terbunuh, 
tetapi terletak ke atas pundak orang yang beriman. Balas dendam harus dicegah, yang 
berhutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, tetapi pintu maaf selalu terbuka maka 
datanglah ayat ini. “wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu hukum 
qiṣᾱṣ pada orang-orang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba 
sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.” Dipangkal ayat 
ini mendapat dua kesan. Pertama urusan penentuan bela kematian yang diserahkan 
kepada orang-orang yang beriman. Kesan kedua bahwa membela nyawa itu mulailah 
diatur seadil-adilnya. Selain dari bunuh masih ada jalan lain yaitu maaf, oleh sebab 
itu lanjutlah berbunyi “akan tetapi barang siapa yang diampunkan untuknya dari 
saudaranya sebagian, maka hendaklah mengikutidengan yang baik, dan tunaikan 
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dengan cara yang baik pula.” Artinya jika ada pernyataan maaf dari keluarga, 
walaupun sebagaianhendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan baik-baiknya. 
Disinilah keluar pelaturan diyat yaitu harta ganti kerugian.
87
 
Maksud dari ayat tersebut  bahwa qiṣᾱṣ ialah mengambil pembalasan yang 
sama.  Pembalasan yang sama maksudnya yaitu apabila seseorang membunuh maka 
orang tersebut juga dibunuh atau apabila seseorang dianiyaan hingga gigi 
gerahamnya maka menghilangkan gigi geraham tersebut karena penganiayaan 
dilakukannya maka dihilangkan pula gigi gerahamnya dan lain sebagainya. Tetapi, 
jika keluarga terbunuh atau teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi 
Qiṣᾱṣ maka digantikan dengan tebusan/ diyat.88 Pembayaran diyat diminta dengan 
baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh 
hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-
nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum 
ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah 
menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qiṣᾱṣ dan di akhirat dia 
mendapat siksa yang pedih. 
Terdapat ketentuan hukum mengenai qiṣᾱṣ untuk pidana pelukaan atau 
kekerasan bullying secara fisik yang dilakukan terdapat dalam al-Qur‟an QS al-
Maidah/5:45 Allah berfirman: 
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 اَهيِف ْمِهْيَلَع اَن ْ بَتََكو َّن ِّسلاَو ِنُذلأِاب َنُذلأاَو ِفْنلأِاب َفْنلأاَو ِْيَْعْلِاب َْيَْعْلاَو ِسْفَّ نلِاب َسْفَّ نلا َّنَأ
 ُأَف ُوَّللا َلَز َْنأ َابِ ْمُكَْيَ َْلَ ْنَمَو َُول ٌةَرا َّفَك َوُه َف ِوِب َق َّدَصَت ْنَمَف ٌصاَصِق َحوُُرْلْاَو ِّن ِّسلِاب ُمُى َكَِئلو
( َنوُمِلاَّظلا٥٤) 
Terjemahnya: 
Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (Taurat) bahwa nyawa dibalas 
(dengan) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qiṡaṡ-nya (balasan 
yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qiṡaṡ)-nya, maka itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
89
 
Kata qiṣᾱṣ terambil dari kata qashasb pada mulanya mengikuti jejak. 
Seseorang melakukan kejahatan dia dibalas berupa dengan kejahatan yang 
dilakukannya, seakan-akan yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu. 
Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak berbentuk 
keliru atau tidak disengaja. Dalam penutup ayat ini , “barang siapa tidak memutuskan 
(perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang 
zhalim”. Menegaskan bahwa anjuran memberikan maaf bukan berarti melecehkan 
hukum qiṣᾱṣ karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain 
menghalangi siapapun yang ingin melakukan penganiayaan, mengobati hati yang 
teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam, dan lai-lain. Sehingga 
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Bullying secara fisik merupakan perlukaan yang langsung dibagian anggota 
tubuh seseorang, sehingga perlakuan bullying secara fisik bisa nanpak jelas tindakan 
yang menyakiti seseorang yang berupa kekerasan perlukaan maupun penganiayaan. 
Sehingga sangat jelas dapat dikenakan hukuman qiṣᾱṣ apabila sudah memenuhi unsur 
jarimah. 
Qiṣᾱṣ adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis apa yang 
dilakukannya sesuai dengan yang dimaksud dalam al-Qur‟an QS al-Maidah/5:45.  
Berdasarkan hal tersebut maka  dikenakan al-qiṣᾱṣ dengan sanksi berupa hukuman 
yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Hukuman qishash merupakan hukuman 
pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sedangkan diyat dan 
ta’zir merupakan hukuman pengganti yang menempati qiṣᾱṣ. 
Namun apabila hukuman qiṣᾱṣ terhalang karena suatu sebab , atau gugur 
karena sebab-sebab seperti, tidak adanya tempat atau objek qiṣᾱṣ, adanya 
pengampunan, dan perdamaian. Maka hukuman qiṣᾱṣ dapat digantikan dengan 
hukuman diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena 
terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) yang diberikan kepada 
korban atau walinnya. Diat sebagai hukuman pengganti yang berlaku dalam tindak 
pidana atas selain jiwa dengan sengaja.  
Diyat baik sebagai hukuman pengganti atau hukuman pokok digunakan untuk 
pengertian diyat yang penuh (kamilah) yaitu dengan memberi ganti rugi seratus ekor 
unta. Diyat kamilah maksudnya apabila penganiayaan yang dilakukan menghilangkan 
manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali hal ini terjadi 
dengan perusakan anggota badan yang sejenis maka dapat dihukum diyat kamilah 
(diyat sempurnah) dengan ganti rugi seratus ekor unta. Adapun hukuman yang kurang 
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dari diat penuh (kamilah) atau diyat gair kamilah maka digunakan istilah irsy (ganti 
rugi).  Irsy berlaku apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan sebagaian 
lainya masih utuh. Irsy atau ganti rugi terdapat dua macam yaitu, irsyun muqaddar 
adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas jumlahnya oleh syara‟. Contohnya 
ganti rugi atas diyat untuk satu tangan atau satu kaki. Sedangkan irsyu ghair 
muqaddar adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan syara‟, dan untuk 
penentuannya diserahkan kepada hakim.
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Dalam Islam ketika hukuman qiṣᾱṣ tidak dapat dilaksanakan dalam tindak 
kekerasan bullying berupa kekerasan dan penganiayaan secara fisik karena beberapa 
hal, maka pelaku dapat dikenakan hukum diyat sesuai yang telah ditentukan sebagai 
pengganti dari hukuman qiṣᾱṣ. Yaitu diyat kamilah dengan hukuman sebanyak 
seratus ekor unta apabila bullying yang dilakukan menghilangkan manfaat anggota 
badan. Atau dikenakan diyat gair kamila yang berupa ganti rugi yang telah ditetapkan 
syara‟ apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan sebagaian lainya masih 
utuh atau diserahkan sepenuhnya kepada hakim sebagai penguasa apabila tindakaan 
bullying yang dilakukan tidak diatur hukumnya dalam nash. 
                                                          
91





A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dilakukan di SMA Negeri 12 Makassar maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di SMA Negeri 12 
Makassar yaitu, faktor bullying ditinjau dari segi pelaku disebabkan karena 
adanya perbedaan ras agama dan budaya,  munculnya simbol senioritas, 
terkadang pelaku bullying merasa bahwa memiliki kelebihan yang lebih daripada 
korban, terjadinya brokenhome (masalah dalam keluarga), bullying dilakukan 
untuk dijadikan sasaran hiburan, bullying dilakukan untuk meningkatkan ke 
popularitas diantara siswa, dan adanya perbedaan ekonomi. Dan faktor tindak 
kekerasan bullying yang timbul dari segi korban disebabkan karena orang yang 
menjadi korban bullying lebih lemah dari pelaku, korban lebih banyak berdiam 
diri atau menyendiri, merupakan orang yang baru dalam lingkungannya, dan 
anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lain. 
2. Pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak kekerasan bullying, 
sebagai berikut: 
 a. Pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan bullying di SMA Negeri 
12 Makassar seperti tindakan memukul, menendang, menganiaya, mengolok-
olokkan, menfitnah dan melakukan pencemaran nama baik maka dapat 
dihukum berdasarkan peraturan yang ada pada KUHP yaitu berupa 
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pelanggaran atas perlakuan tidak menyenangkan, terjadinya penganiayaan, 
dan berupa pencemaran nama baik.  
b. Menurut hukum Islam bullying merupakan tindakan yang mengzholimi 
seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan 
menzholimi dalam perilaku kekerasan bullying dan dimaksud penganiayaan 
maka dapat dikategorikan dalam jarimah qiṣᾱṣ dan ancaman hukumanya pun 
berupa hukuman qiṣᾱṣ yaitu menyamakan antara jarimah dan hukuman. 
Namun, apabila hukuman qishash gugur maka dapat diganti hukuman diyat 
(denda) dengan seratus ekor unta. Dan dapat juga dikenakan ta’zir yang 
penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa. 
B. Implikasi Penelitian 
Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada para penegak hukum dan adanya saran yang diberikan 
sebagai berikut: 
1. Seharusnya setiap pihak berperan aktif dalam pencegahan tindak kekerasan 
bullying yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan 
masyarakat. 
2. Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan bullying baik secara 
fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus bullying hanya dianggap 
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